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ABSTRACT

This research was conducted to analyze the effect of the tax compliance
level of hotel and restaurant taxpayers on local tax revenue. The object of this
study uses tax financial reports starting from January to December 2019. From
the research sample, it is used to calculate the level of compliance of taxpayers
for hotels and restaurants in Kaimana Regency, West Papua to local tax revenue.,
The method used in this study is multiple linear regression with primary data to
be analyzed using the SPSS For Windows application. Based on the results of
research and discussion in the previous chapter, it can be concluded that hotel
and restaurant taxpayer compliance has a significant effect together or
simultaneously on local tax revenue. Partially hotel taxpayer compliance and
restaurant taxpayer compliance have a positive and partially significant effect on
local tax revenue.

Keywords: Taxpayer compliance, local tax revenue.



ABSTRAK

Penelitian ini dilakukan untuk menganalisis pengaruh tingkat kepatuhan pajak
wajib pajak hotel dan restoran terhadap penerimaan pajak daerah . Objek
penelitian ini menggunakan laporan keuangan perpajakan mulai dari bulan
januari sampai pada bulan desember 2019. Dari sampel penelitian tersebut
digunakan untuk menghitung tingkat kepatuhan wajib pajak hotel dan restoran
yang ada di Kabupaten Kaimana Papua Barat terhadap pemasukan pajak daerah.,
metode yang digunakan dalam enelitian ini adalah regresi linear berganda dengan
data primer yang akan dianalisis menggunakan aplikasi SPSS For Windows.
Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan pada bab sebelumnya maka
didapatkan kesimpulan bahwa kepatuhan wajib pajak hotel dan restoran memiliki
pengaruh signifikan secara bersama-sama atau simultan terhadap penerimaan
pajak daerah. Secara parsial kepatuhan wajib pajak hotel dan kepatuhan wajib
pajak restoran memiliki pengaruh positif dan signifikan secara parsial terhadap
penerimaan pajak daerah.

Kata Kunci : Kepatuhan wajjib pajak, penerimaan pajak daerah






BAB |

PENDAHULUAN

1.1.Latar Belakang Masalah

Negara Indonesia adalah negara kesatuan berbentuk republik yang
menggunakan asas desentralisasi dalam penyelenggaraan pemerintahan.Undang-
undang pemerintahan telah mengalami penyempurnaan dari sebelumnya yaitu
Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 dalam Undang-Undang Nomor 23
Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.Perubahan undang-undang tersebut
disebabkan karena regulasi tersebut sudah tidak sesuai lagi dengan
perkembangan kondisi, ketatanegaraan dan tuntutan penyelenggaraan otonomi
daerah.

Indonesia memberlakukan sistem yang disebut sebagai otonomi daerah
dimana otonomi daerah merupakan bentuk desentralisasi yangdigambarkan
dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah.Desentralisasi Daerah menurut Undang-undang No 23 Tahun 2004
diartikan sebagai pelimpa hak wewenang pemerintahdalam sistem Negara
Kesatuan Republik Indonesia.Sedangkan pemahaman Daerah Otonom yang
selanjutnya disebut Daerah adalah kesatuan wilayah hukum masyarakat yang
memiliki batas wilayah yang berwenang serta mengurus urusan pemerintahan
dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan prakarsa sendiri
berdasarkan pada Aspirasi masyarakat dalam sistem Negara Kesatuan Republik
Indonesia.

Pemerintah daerah diharapkan dapat mengembangkan daerahnya secara
efektif dan efisien dengan cara mengelolah sumber daya yang terdapat di daerah
tersebut dengan harapan pemerintah daerah dapat memperoleh pendapatan

sendiri sehingga, dapat digunakan untuk membiayai pembangunan pada daerah



tersebut. Undang-undang No. 23 Tahun 2004 tentang Pertimbangan Keuangan
Pemerintah Pusat dan Pendapatan Asli Daerah bertujuan untuk memberikan
kewenangan kepada pemerintah daerah untuk mendalamai pelaksanaan otomoni
daerah sesuai dengan potensi daerah sebagai perwujudan desentralisasi.
Pendapatan Asli Daerah merupakan salah satu sumber penerimaan Pemerintah
Daerah. Pendapatan Asli Daerah dapat diperoleh dari berbagai macam sumber
seperti : (1) Pajak Daerah, (2) Retribusi Daerah, (3) Hasil dari Pengelolaan
Sumber Daya yang dipisah, (4) Pendapatan lain-lain PAD yang sah.

Salah satu tujuan utama pemerintah adalah meningkatkan kesejahteraan
seluruh rakyat.Pembayaran pajak merupakan perwujudandari kewajiban dan
peran serta wajib pajak untuk secara langsung melakukan kewajiban
perpajakan.Pajak Daerah juga mempunyai peran penting dalam pelaksanaan
fungsi Negara/pemerintahan, baik fungsimengatur(regulatory), penerimaan
(budgetary), retribusi (redistributive), dan alokasi sumber daya (resource

allocation) maupun kombinasi antara keempatnya.

Secara umum, fungsi perpajakan daerah lebih difokuskan pada sumber
daya untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat, disamping fungsi
pengaturan regulasi.Dengan demikian, fungsi perpajakan daerah dapat dibagi
menjadi dua (2) fungsi utama, yaitu fungsi anggaran dan fungsi pengaturan

(Kementerian Keuangan, 2019).

Pajak secara umum memang mengurangi konsumsi wajib pajak namum
untuk kepentingan yang lebih luas pengunaan pajak sebenarnya tidak
mengurangi kesejahteraan seseorang, hal ini dikarenakan dengan adanya pajak
maka penghasilan dari masyarakat yang mempunyai penghasilan lebih akan
mengalir kepada masyarakat yang kurang, sehingga peran pajak sebagai alat
pemerataan pembangunan terkait dengan upayah menegakkan keadilan dapat

terlaksanakan (Timbul dan Imam 2012:204).



Terlepas dari gaya hidup masyarakat modern saat ini yang menjadikan
hotel dan restoran sebagai tempat berkumpul dan nongkrong, bagi mereka hotel
dan restoran merupakan tempat yang sangat praktis dan mudah dijangkau, hal ini
terjadi tidak hanya bagi kaum muda tetapi juga untuk orang tua yang
menggunakan hotel. serta restoran sebagai tempat mengadakan acara seperti
pesta tahun baru, pernikahan, ulang tahun dan arisan. Saat ini, banyak hotel dan
restoran yang menawarkan jasa dengan tarif rendah atau murah, sehingga tidak
hanya kalangan atas saja yang dapat menggunakan jasa hotel dan restoran tetapi
juga kelas ekonomi menengah ke bawah.

Berdasarkan data dari Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Kaimana
Papua Barat, jumlah hotel dan restoran di Kaimana sampai Desember 2019
tercatat sebanyak empat (4) hotel yaitu Hotel Bicari, Hotel
Nirmala,HotelGrandPapuadanHotelKaimanaBeachdanlima(5)restoran yaitu
White Stone, Rumah Makan Casuarina, Rumah Makan Coto Gemilang, Rumah
Makan Pangkep dan Rumah Makan Minang.Untuk jumlah hotel dan restoran
memang tidak terlalu banyak dikarenakan Kabupaten Kaimana merupakan salah
satu kabupaten baru dari hasil pemekaran, yang dulunya berstatus distrik
dibawah Kabupaten Fak-fak. Pembentukan kabupaten ini berdasarkan UU No.
26 Tahun 2002 dan pada tanggal 12 November 2002 telah sah diresmikan
menjadi Kabupaten Kaimana Provinsi Papua Barat Indonesia. (Kabupaten
Kaimana : id.m.wikipedia.org)

Sesuai dengan Undang- undang No. 28 Tahun 2009, Pajak daerah yang
diterima pemerintah daerah dibagi menjadi dua (2) bagian, yaitu : pajak provinsi
yang terdiri dari pajak kendaraan bermotor, bea balik nama kendaraan bermotor,
pajak bahan bakar kendaraan bermotor, pajak air permukaan dan pajak rokok.
Sedangkan pajak kabupaten/kota yang terdiri dari pajak hotel, pajak restoran,

pajak hiburan, pajak reklame, pajak penerang jalan, pajak parkir, pajak mineral



bukan logam dan batuan, pajak air tanah, pajak sarang burung walet, PBB
Perdesaan Perkotaan dan bea perolehan hak atas tanah dan bangunan.

Menurut Tahar dan Rachman (2014: 53) mendefiniskan kepatuhan
mengenai perpajakan merupakan tanggung jawab kepada Tuhan, bagi
pemerintah dan rakyat sebagai Wajib Pajak untuk memenuhi semua kegiatan
kewajiban perpajakan dan melaksanakan hak
perpajakannya.Kepatuhanwajibpajakmerupakanperilakuyangdidasarkanpadakesa
daran seorang wajib pajak terhadap kewajiban perpajakannya dengan tetap
berdasarkan pada peraturan perundang-undangan yangditetapkan.

Kepatuhan Wajib Pajak dapat digambarkan pada perbedaan nilai antara
rencana penerimaan pajak dengan realisasi penerimaan pajak. Jadi jika semua
pajak hotel dan restoran memenuhi dan mematuhi peraturan perpajakan yang
telah berlaku, maka dapat diketahui bahwa selisih antara penerimaan pajak yang
direncanakan dengan penerimaan aktual menjadi nol. Oleh karena itu,
peningkatan kepatuhan pajak secara sederhana akan tercermin dalam
mengurangi kesenjangan kepatuhan, yaitu selisih antara penerimaan pajak yang
direncanakan dan penerimaan pajak aktual.

Pada hakikatnya kepatuhan wajib pajak juga dipengaruhi oleh kondisi
sistem administrasi perpajakan yang meliputi pelayanan perpajakan dan
pelaksanaan perpajakan, serta kesadaran masyarakat akan pentingnya membayar
pajak. Namun dilihat dari masih kurangnya kepatuhan wajib pajak dalam
pembayaran pajak, hal tersebut dipengaruhi oleh hal-hal seperti: sosialisasi
pemerintah yang tidak efektif dalam panggilan untuk membayar pajak;
kurangnya pengetahuan wajib pajak tentang pajak itu sendiri; dan ada juga
kekhawatiran publik bahwa penggunaan penerimaan pajak yang terkumpul tidak
digunakan dengan benar.

Dari sini dapat disimpulkan bahwa kepatuhan pembayaran pajak menjadi



sangat penting karena pajak merupakan sektor penunjang perekonomian yang
berperan sebagai sumber utama pembiayaan pembangunan.Sebagai salah satu
penerimaan negara, pajak menjadi pilihan yang tepat, selain penerimaan dari
migas dan nonmigas, karena jumlahnya dinilai relatif stabil dan diharapkan
masyarakat dapat berperan aktif di sektor ini.dalam keuangan pembangunan.

Pajak Hotel dan Restoran merupakan salah satu dari jenis pajak daerah
yang memberikan kontibusi bagi Pendapatan Asli Daerah, Pajak hotel menjadi
salah satu sumber pendapatan yang penting karena hotel memiliki fungsi sebagai
pelayanan fasilitas yang dibutuhkan untukmenunjang pariwisata suatu daerah.
Hotel dan Restoran sebagai salah satu wajib pajak yang menjalankan kewajiban
perpajakan dengan metode Self Assessment System, dimana wajib pajak
diberikan kemudahan untuk memperhitungkan, melaporkan, dan membayar
pajak sendiri yang tentunya mengantungkan kejujuran wajib pajak dalam
melaksanakan kewajiban perpajakan. Harapan yang diinginkan oleh pemerintah
daerah kabupaten
KaimanaPapuaBaratadalahkerjasamaterjalinantarawajibpajakhoteldan  restoran
dimana sebagai sumber pendapatan daerah berjalan dengan baik (Kepala
Bapenda Kabupaten Kaimana Papua Barat,2019).

“Penelitian yang membahas tentang hotel dan restoran pernah dilakukan
oleh Edie (2005) hasil penelitian bahwa besarnya pengaruh hubungan antara
penerimaan pajak hotel dan restoran terdapat pendapatan asli daerah cukup
tinggi yaitu sebesar 93,4%. Selain itu juga ada penelitian yang dilakukan oleh
Purnama (2006), hasil penelitiannya menyatakan bahwa jumlah wisatawan
(lokal dan asing) bepengaruh secara bersama- sama terhadap penerimaan pajak
hotel dan restoran di Kabupaten Garut periode1999-
2005.Secaraparsialhanyawisatawanlokalyangberpengaruh  signifikan terhadap

penerimaan pajak hotel dan restoran di Kabupaten Garut”.



Melihat akan pentingnya kepatuhan wajib pajak dalam melaksanakan
kewajiban perpajakan terhadap penerimaan negara dari
sektorpajak,penulisinginmengetahuiberapatingkatkepatuhanwajibpajak hotel dan
restoran di Kabupaten Kaimana Papua Barat. Dengan latar belakang masalah
tersebut penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “Analisis
Pengaruh Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Hotel dan Restoran Terhadap
Pemasukan Pajak Daerah ( Studi Kasus Dinas Pendapatan Daerah

Kabupaten Kaimana PapuaBarat)”.

1.2 RumusanMasalah
Berdasarkan latar belakang penelitian penulis mengidentifikasi masalah

dalam penelitian meliputi:

1. Bagaimana tingkat kepatuhan wajib pajak hotel dan restoran diKabupaten
Kaimana Papua Barat terhadap pemasukan pajak daerah?

2. Bagaimana tingkat kepatuhan wajib pajak hotel diKabupaten Kaimana Papua
Barat terhadap pemasukan pajak daerah?

3. Bagaimana tingkat kepatuhan wajib pajak restoran diKabupaten Kaimana

Papua Barat terhadap pemasukan pajak daerah?

1.3 Tujuan dan ManfaatPenelitian
1.3.1 TujuanPenelitian
Penulis melakukan penelitian ini dengan tujuan sebagai upaya
mengoptimalisasi penerimaan pajak hotel dan restoran di Kabupaten
Kaimana Papua Barat.Sedangkan tujuan secara khususnya adalah Untuk
mengetahui  pengaruh kepatuhan wajib pajak hotel dan restoran

diKabupatenKaimanaPapuaBaratterhadappemasukanpajakdaerah.

1.3.2 ManfaatPenelitian

Peneliti berharap hasil dari penelitian dalam bentuk skripsi inidapat



bermanfaat bagi berbagai pihak, secara khususnya adalah sebagai berikut :
1. BagiPenulis
Penlitian ini menjadi wadah bagi penulis untuk menambah
wawasan peneliti tentang kepatuhan wajib pajak hotel dan restoran
dalam hal ini dapat mengetahui pengaruhnya terhadap pemasukan pajak
daerah.
2. BagiAkademis,

Dapat dijadikan pedoman atau referensi untuk bahan
perkuliahan guna mempermudah dalam mempelajari mengenai
kepatuhan wajib pajak hotel dan restoran dalam hal ini
dapatmengetahui pengaruhnya terhadap pemasukan pajak daerah, serta
dapat mengetahui kemampuan atau pengetahuan mahasiswa dalam
mempelajari materi yang berkaitan dengan penelitian ini.

3. Bagi Dinas Pendapatan Daerah

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat mejadi tambahan
informasi bagi Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Kaimana Papua
Barat untuk dapat mengetahui bagaimana keadaan wajib pajak terkait
dengan pengetahuan dan kepatuhan wajibpajak, serta dapat lebih
meningkatkan wajib pajak sehingga akan meningkatkan juga

penerimaan pajak daerah.



BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan
Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, maka dapat diambilkesimpulan
dalam penelitian inisebagai berikut :

1. Dari hasil analisis data diketahui bahwa kepatuhan wajib pajak hotel dan restoran
memiliki pengaruh signifikan secara bersama-sama atau simultan terhadap penerimaan
pajak daerah.

2. Dari hasil analisis data diketahui bahwa kepatuhan wajib pajak hotel memiliki
pengaruh positif dan signifikan secara parsial terhadap pengaruh pajak daerah.

3. Dari hasil analisis data diketahui bahwa kepatuhan wajib pajak restoran memiliki
pengaruh positif dan signifikan secara parsial terhadap penagaruh pajak daerah.

5.2 Keterbatasan

1. Untuk mendapatkan laporan keuangan yang diteliti dalam penelitian ini, peneliti
mendapatkan hambatan dikarenakan lokasi penelitian yang terhitung jauh yakni di
Papua Barat dan Peneliti di Jawa Timur sehingga untuk mendapatkan data peneliti
membutuhkan waktu lebih dari tiga minggu.

2. Peneliti mendapat hambatan saat melakukan perhitungan pendapatan daerah
dikarenakan data laporan pendapatan daerah dapat diperoleh dari Dinas Badan
Pendapatan Keuangan dan Pengelola Aset Daerah, sehingga peneliti membutuhkan
waktu dua minggu untuk memperoleh data tersebut.

5.3 Saran

1. Bagi Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Kaimana Papua Barat
a. Disarankan Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Kaimana Papua Barat lebih

meningkatkan pembinaan dan sosialisasi kepatuhan bagi wajib pajak, terutama

wajib pajak hotel karena mengalami naik turun. Dengan cara berdiskusi langsung



apa saja yang menjadi kendala sehingga dalam membayar pajak terhutang serta
memberikan masukan sehingga masalah tersebut dapat dijadikan solusi atau titik
terang untuk memaksimalkan penerimaan pajak.

b. Disarankan Dinas Pendapatan Kabuapten Kaimana Papua Barat bekerjasama
dengan Dinas Pariwisata, aparat kecamatan dan kelurahan guna meningkatkan
pengawasan, pembinaan dan evaluasi terhadap wajib pajak hotel sehingga tidak
mengalami turun naik dalam pembayaran wajib pajak.

c. Disarankan untuk meningkatkan adanya pengaruh kepatuhan wajib pajak hotel dan
restoran terhadap peningkatan keapatuhan wajib pajak daerah Kabupaten Kaimana
Papua Barat membrikan peningkatan pelayanan sehingga akan berpengaruh
terhadap ruang gerak usaha terhadap wajib pajak.

2. Bagi Penelitian Selanjutnya

Penelitian selanjutnya disarankan dapat mengembangkan lagi focus penelitian dengan

menggunakan variabel lain seperti kepatuhan wajib pajak reklame dan kepatuhan

wajib pajak parker, untuk kedua variabel ini bisa dianggkat dari segi kepatuhan.

Sebaliknya durasi tahun peneliannya juga dapat ditambah untuk memberikan

gambaran yang menyeluruh mengenai kepatuhan wajib pajak parker.
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